
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR :  4  TAHUN 2005 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

A N G G A R A N  P E N D A P A T A N  D A N  B E L A N J A  D A E R A H  P R O V I N S I  J A W A  

B A R A T  

TAHUN ANGGARAN 2004 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR JAWA BARAT,  

a.  bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,  

Kepala Desa menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan memuat Perhitungan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dan Pasal 

36 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. setiap  akhir tahun 

anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat  Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b.  bahwa perkembangan masyarakat menuntut perlunya pengelolaan 

keuangan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan efisien, 

ekonomis, e f e k t i f , t r a n s p a r a n  d a n  b e r t a n g g u n g j a w a b  

d e n g a n  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar tercipta 

penyelenggaraan pernerintahan yang baik; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun Anggaran 2004. 

1.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo . Undang - Undang 

Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 4010); 

2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Tatum 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3312) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1994 (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569; 

3. Undang - Undang Namur 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan 

Lembaran Negara . Nomor 3685) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048 ); 

Menimbang: 

N l e n g i n g a t  

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/50uu011.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/85uu012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu018.pdf


4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3839); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lernharan 
Negara Nomor 3952); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

 8.       Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2003 tentang Kedudukan MPR, 
DPR.DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

 9.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lentharan 
Negara Nomor 4355); 

 10. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 
 11.      Undang-undang Nomor . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437); 
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Talmn 2000 temang Dana Perinthangan 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4021) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tabun 2001 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4024); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028): 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu021.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00uu025.pdf
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http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp105.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp107.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp109.pdf


17.    Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tamhahan Lembaran Negara 
Nomor 4138); 
 

18.   Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139); 
 

19. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota  Tahun Anggaran 2004: 

 

20. Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta 
Tara Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan T'ata Usaha Keuangan Daerah clan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah: 
 

 21.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 'Tahun 2000 
Nomor 19 Seri D); 

 

22.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Talton 2000 tentang 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D); 
 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun  2000 tentang Dinas 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) 
jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun  2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 
tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 
10 Seri D); 
 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 'Tahun 2000 tentang 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 'Tahun 2000 
Nomor 21 Seri D)) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 

Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Tabun 2002 Nomor 10 Seri D)) ; 
 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baratt Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D): 
 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 'Tahun 2001 tentang Dana 
            Cadangan Daerah (Lembaran Daerah 'Tahun 2001 Nomor 25 Seri D); 

 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri A): 
 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa 13arat Nomor I Talton 2004 tentang 
Reneana Strategis Pemerintah Provinsi Jima 13,trat Tahun 2003-2008 
(1,embaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D); 

 

29.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2003 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Seri A); 
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